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NOMOR @ 421.5/2807/ 2013
Tentang

UIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MUHAMMADIYAH BCQJONG
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NVienmodny “ Bahwi uniuk Kelancaran dan keleriiban proses belujar menvarar i Sekolah
Menengah Kejuruan ( SMK) Swasta perlu diberikan ljin Pendirian

Penyelenggaraan SMK. .
b. Bahwa untuk ljin Pendinan/Penyelenggaraan  SMK  Swasta perlu
dirptanizan denaan Siran ')\'n;\nrncnn '\'P{nf\]w imnas  Pondidiban Dan

Kebudavaan ;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim  Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘I'ahun 2003 Momor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43019

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pcnd'dllmn Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4496), >cl>u5uiuwm (cluh diubuh dengan Peraturan Pemerintah Wormor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Nepara

Republih Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3410).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Dacrah:

4. Peratran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 1enang
tandar Sarana Prasarana pada SMK

P‘ aturan Menternt Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Standar Kompeteasi Kemrnan Sekolah Menenoah Kepirnan (1 SMK) /

Madrasah Alivah KNejuruan (MAK),

6. Keputusan  Mendiknas  Republik indonesia No  60/U/2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Dacrah Kabupaten PekalonganNomor

()
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3 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lenibaran Daerah Kabupaten
Pekalongan  Tahun 2011 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
K z\bumten Pckwlonwan Nomor 21);

..... 5 fe

Tugas Pol\ok Lm Fung51 Dlnas Dauah ( Bema Dacmh F\abupaten
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).
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06/B.O/Prop/2013 tanggal 24 Januari 2013. Perihal Permohonan Pembukaan
Pendirian SMK.




Menet~pkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan Yth. :
1. Bupati Pekalongan
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Memberikan Ijin Pendinan/Penyelenggaraan SMK Muhammadiyah Bojong

kepada
Penvelengegaraan : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong
Alamat + Jalan Raya Bojong 189 Bojor.g, Pekalongan 51156

Jems:Naina Sckolah - : SMK Muhammadiyah Bojong
Kompetensi Keahlian 1. Teknik Sepeda Motor

Z. Multi Media
Terhitung mulai tahun pelajaran 2013/2014 menerima siswa kelas X, dengan
ketentuan :
I. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta melaksanakan kurikulum vang ditetarkan dan disahkan oleh
Pemerintah. "
Bersitat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
jin ini batal dengan sendirinya apabila dalam | (satu) tahun, sekolah
dimaksud tidak dapar menvelenggarakan  nendidikan  sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang ada
Apabila dikemudian han ternyata sckolah tersebut tidak melaksanakan atau
menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-
waktu dapat dicabut.
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Keputusan i berlaku sejak tanggal 15 Juli 2013

Ditetapkan di - Kajen
Tangga! 213 September 2013

RERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

“HAMAIDL M.
19590119 198503 1 007

2. Ketua BAP Provinsi Jawa Tengah

Direktur Pembinaa
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Kepala Dinas Pendidikan Provins: Jawa Teneah

n SMK di Jakarta



